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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Dalam rangka menghadapi perdagangan bebas, merek dagang merupakan objek
yang sangat penting, hal ini karena adanya aspek ekonomi yang melekat pada merek-
merek tersebut. Yang dimaksud dengan merek dagang adalah merek yang
dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis-jenis
lainnya serta demi perlindungan hukum.1
Hak atas suatu merek adalah hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada
pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu
dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain
yang menggunakannya.2 Merek yang melekat pada suatu produk dapat
menggambarkan mutu baik tidaknya suatu produk dari sisi barang atau jasa, sehingga
akan memberikan perlindungan terhadap para konsumen dari kerugian akibat produk
yang tidak terjamin baik mutu maupun jaminan kesehatan barang tersebut. Oleh karena
itu, keberadaan merek tersebut ditengah aktivitas perekonomian masyarakat perlu
diatur dan ditertibkan dalam suatu peraturan yang mengikat untuk memberikan
perlindungan hukum kepada para konsumen.
1 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, (Bandung: PT Citra
Adtya Bakti, 2012), h.203
2 Farida Hasyim, Hukum Dagang, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 208
2Dalam rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat didalam Pasal
1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999, dijelaskan : Pasal 1 angka 1: “
Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan hukum kepada para konsumen.3
Namun pada kenyataanya dengan semakin terbukanya pasar sebagai hal yang tak
dapat dielakkan, seringkali dalam transaksi ekonomi yang terjadi terdapat
permasalahan-permasalahan yang menyangkut persoalan sengketa terhadap merek dan
ketidakpuasan konsumen akibat produk yang dikonsumsinya tidak memenuhi kualitas
standar bahkan ada yang membahayakan. Karenanya, adanya jaminan peningkatan
kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jaminan, dan keamanan barang
dan jasa yang diperolehnya di pasar menjadi sangat penting.
Masalah perlindungan konsumen adalah satu permasalahan yang tidak akan
pernah selesai dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat
selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas.
Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu di perhatikan. Permasalahan
yang dihadapi Indonesia saat ini, sama juga yang dialami konsumen di negara-
negara berkembang lainnya, tidak hanya pada soal cara memilih barang, tetapi jauh
lebih kompleks, yaitu mengenai kesadaran semua pihak, baik dari produsen,
pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen.
Pelaku usaha seharusnya menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak
konsumen dengan memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dimakan atau
3 Ahmad Miru dan Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2011), h.1
3digunakan, mengikuti standar yang berlaku, serta harga yang sesuai. Serta memberikan
kompensasi, ganti rugi, dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian,
dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.4
Perbuatan pelaku usaha, baik disengaja maupun karena kelalaian,ternyataberdam
pak serius dan meluas. Akibatnya, kerugian yang diderita konsumen dapat bersifat
massal. Dampak yang ditimbulkannya juga bersifat seketika. Sebagai contoh,
konsumen yang dirugikan karena mengkonsumsi produk tidak sehat bisa pingsan,
sakit, atau bahkan meninggal dunia. Ada juga beberapa efek yang ditimbulkannya baru
terasa beberapa hari kemudian. Contoh yang paling nyata dari dampak ini adalah
maraknya penggunaan bahan pengawet dan pewarna makanan dalam sejumlah produk
yang bisa mengakibatkan sakit kanker dikemudian hari.
Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 juga dijelaskan bahwa
kewajiban pelaku usaha adalah :
1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang;
3. Melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan;
5. Memberi kompensasi atau ganti rugi bila barang yang diterima tidak sesuai dengan
yang diperjanjikan.5
Tetapi pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak melakukan
kewajiban tersebut sehingga konsumen yang dirugikan. Kondisi ini menyebabkan
4 Junus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen,(Medan: PT Aditya Bakti, 2010), h.84
5 Ahmad Miru dan Sutarman, op.cit.,h .51
4konsumen selalu dekat dengan bahaya-bahaya yang biasa mengancam kesehatan dan
keselamatan dirinya kapan saja. Kerugian materi atau ancaman bahaya pada jiwa
konsumen disebabkan oleh tidak sempurnanya produk. Banyak produsen yang kurang
menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen atau menjamin
keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi produk yang dihasilkannya. Hal ini
juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:
1. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintah yang kurang hati-hati dalam
melakukan pengawasan terhadap barang-barang konsumsi yang dihasilkan
produsen;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat, konsumen dan produsen lapisan bawah
serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak terjangkau oleh
peraturan perundang-undangan yang ada;
3. Adanya kesengajaan dari produsen untuk mengedarkan barang yang cacat dan
berbahaya, baik karena menyadari kelemahan konsumen, kelemahan pengawasan,
ataupun demi mengejar keuntungan atau laba.
Banyaknya terjadi aktivitas para pelaku usaha yang menjual hasil produknya
tanpa adanya jaminan kepastian hukum mengenai merek dan juga masalah jaminan
kesehatan dan keamanan dari hasil produk makanannya, tentu bisa menimbulkan
bahaya bagi para konsumen. Kondisi konsumen yang banyak dirugikan memerlukan
peningkatan upaya untuk melindunginya, sehingga hak-hak konsumen dapat
ditegakkan. Namun sebaliknya perlu juga diperhatikan bahwa dalam memberikan
perlindungan kepada konsumen tidak boleh justru mematikan usaha produsen, karena
5keberadaan produsen merupakan hal yang esensial dalam perekonomian negara. Oleh
karena itu, ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen juga harus
memberikan perlindungan kepada produsen.6
Upaya pemerintah untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan
dapat dilaksanakan dengan cara mengatur, mengawasi, serta mengendalikan produksi,
distribusi, dan peredaran produk sehingga konsumen tidak dirugikan baik kesehatan
maupun keuangannya, berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka ada beberapa
langkah yang bisa ditempuh oleh pemerintah yaitu :
1. Registrasi dan penilaian;
2. Pengawasan produk ;
3. Pengawasan distribusi;
4. Pembinaan;
5. Peningkatan dan pengembangan prasarana tenaga.7
Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144). Sebagai penyempurnaan dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Kesehatan, dan juga Undang-Undang
Nomor 28 tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan dipandang tidak
sesuai lagi dalam menghadapi era perdagangan global. Pada intinya penyempurnaan
tersebut menyangkut aspek keamanan mutu, dan gizi pangan serta kesehatan. Maka
digantilah dengan peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
6 Ahmad Miru dan Sutarman, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia.
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) , h.4
7
. Junus Sidabolok, op. cit.,  h. 24
603.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dengan tujuan
untuk menjamin masalah mutu, kesehatan dari makanan pangan olahan. Selain itu
dengan adanya peraturan ini akan menjadi keuntungan bagi produsen tentang jaminan
hukum dari produk makanannya.
Dalam perkembangan lebih jauh, merek lebih difungsikan sebagai jaminan
kualitas produk barang yang semakin nyata, khususnya dalam kaitan dengan produk-
produk bergengsi.8 Begitu juga dalam pendaftaran pangan olahan, dalam Peraturan
Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11 09955 Tahun 2011 Pasal 4
disebutkan “ Industri rumah tangga pangan yang memproduksi pangan olahan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib memiliki sertifikat produksi pangan
industri rumah tangga berdasarkan ketentuan perundang-udangan’’.9
Namun pada kenyataanya hingga saat ini ternyata masih banyak para Pengusaha
industri rumah tangga yang memproduksi makanan pangan olahan dan  menjual hasil
produknya tetapi tidak mendapatkan izin produksi, seperti  yang terjadi di daerah-
daerah, contohnya usaha makanan kacang pukul yang ada di Kota Bagan Siapi-api,
ternyata masih ada sebagian home industri yang memproduksi makanan kacang pukul
tetapi belum mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, tetapi menjual hasil
produknya kepada konsumen, tentu hal ini bisa menimbulkan bahaya bagi
perlindungan konsumen. Adanya kepastian hukum atas merek itu tercermin dalam
proses pemeriksaan permohonan pendaftaran yang intensif. Pemeriksaan permohonan
8 Suyud Margono dan Longgus Hadi, Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek,(Jakarta: CV.
Norindo Pustaka Mandiri, 2002)., h. 28
9 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan  Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang
Pendaftaran Pangan  Olahan,  Pasal 4.
7pendaftaran merek yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap pengumuman pendaftaran
merek dan tahap pemeriksaan oleh yang berwenang.10
Dalam ketentuan umum hukum perlindungan konsumen Pasal 1 Angka1
:“Perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian
hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen”. Namun demikian,
adanya Undang Undang Perlindungan Konsumen ini bukan berarti kepentingan pelaku
usaha tidak ikut menjadi perhatian, teristimewa karena keberadaan perekonomian
nasional banyak ditentukan oleh pelaku usaha.11
Pemberian hak monopoli kepada pemilik merek oleh Undang-undang pada
dasarnya tidak saja untuk kepentingan pemilik merek, tetapi juga untuk kepentingan
perlindungan kepada konsumen yaitu terhadap jaminan mutu, keamanan, dan gizi.
Yaitu dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu :
“(1) Pangan olahan yang akan didaftarkan harus memenuhi kriteria kemanan, mutu
dan gizi., (2) Kriteria keamanan, mutu dan gizi sebagaimana dimaksud pada ayat 1
adalah sebagai berikut : Parameter Keamanan, yaitu batas maksimum cemaran
mikroba, cemaran fisik, parameter mutu yaitu sesuai dengan stnadar yang berlaku
dalam kesehatan, dan begitu juga gizi harus sesuai dengan persyaratan yang
berlaku’’.12
10 Rodjino, Pendaftaran Merek Sebagai Salah Satu Cara Untuk Mencegah Perbuatan Curang,
(makalah disampaikan pada temu wicara nasional penanggulangan perbuatan curang, Jakarta, 6-7 Oktober
1994), h. 168
11 Ahmad Miru dan Sutarman , op cit., h. 1
12 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tentang Pendaftaran
Pangan Olahan, Pasal 6 Ayat 1 dan 2.
8Jika melihat dari isi pasal yang ada dalam peraturan tersebut, maka setiap
makanan pangan olahan yang diproduksi harus memenuhi kriteria, mutu dan gizi harus
sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan untuk makanan yang tidak memenuhi
jaminan, mutu dan kesehatan maka tidak boleh diedarkan. Tetapi jika dilihat yang
terjadi di lapangan bahwa masih ada pihak pengusaha makanan pangan olahan yang
dalam proses pembuatan hasil produksinya tidak memenuhi keamanan, mutu dan gizi
yang berlaku. Contohnya adalah masih adanaya para pekerja yang tidak menjaga
kebersihan saat proses pembuatan, adanya bahan-bahan yang tidak layak untuk diolah,
atau adanya peralatan yang tidak bersih dan lain sebagainya, tentu hal ini juga bisa
menimbulkan bahaya bagi kesehatan konsumen
Sistem konstitutif yang dianut oleh Undang-Undang Merek yang baru ini
dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek terdaftar,
disamping itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 juga memberikan hak kepada
pihak yang berkepentingan untuk menggugat pembatalan merek terdaftar.
Oleh karena itu, aturan yang sejalan dengan pendaftaran pangan olahan adalah
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tentang
Pendaftaran Pangan Olahan. Dalam  pasal 1 ayat 1
“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik
yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan Tambahan Pangan, bahan
baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan,
pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.13
13 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tentang Pendaftaran
Pangan Olahan, Pasal 1 Ayat 1
9Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau
metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk pangan olahan tertentu,
bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, danpPangan iradiasi.14
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dinyatakan
bahwa Setiap pangan olahan baik yang di produksi di dalam Negeri atau yang
dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran
wajib memiliki Surat Persetujuan Pendaftaran, termasuk juga Home Industri yang
memproduksi makanan pangan olahan berdasarkan aturan yang telah ditentukan.
Sedangkan pangan olahan dibedakan atas:
1. Pangan Olahan produksi sendiri;
2. Pangan Olahan lisensi;
3. Pangan Olahan yang dikemas kembali;
4. Pangan Olahan yang diproduksi berdasarkan kontrak.
Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan stabil merupakan keinginan dari setiap
Negara yang sedang berkembang. Berbagai usaha dilakukan untuk dapat mencapai
pertumbuhan ekonomi yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan cara meningkatkan produksi barang-barang dan jasa dalam berbagai kegiatan
ekonomi. Salah satu usaha yang sangat memiiki prospek adalah Usaha Home Industri
kacang pukul yang terdapat di Kota Bagan Siapi-api, Kabupaten Rokan Hilir.
14 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tentang Pendaftaran
Pangan Olahan, Pasal 1 Ayat 2
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Kota Bagansiapi-api terletak di Muara Sungai Rokan, di Pesisir utara Kabupaten
Rokan Hilir, dan merupakan tempat yang sangat strategis karena berdekatan dengan
Selat Malaka yang merupakan lalu lintas perdagangan Internasional yang sangat ramai.
Selain sebagai Ibu kota Kabupaten Rokan Hilir , Bagan Siapi-api juga merupakan Ibu
Kota Kecamatan Bangko dan pusat pemerintahan.
Perkembangan pada usaha kacang pukul ini tidak terlepas dari kerja keras Home
Industri Kacang pukul dan konsistensi mereka dalam menjalankan usaha Kacang pukul
tersebut, serta peluang yang tersedia sehingga usaha ini dapat berkembang dengan
baik. Akan tetapi pekembangan usaha Kacang pukul yang menjadi ciri khas oleh-oleh
dari Kota Bagan Siapi-api ini bisa menimbulkan permasalahan dimata hukum, karena
masih ada Pengusaha Kacang pukul ini yang belum mendaftarkan makanan pangan
olahannya, selain itu makanan yang dijual itu kurang memperhatikan jaminan
keamanan, mutu dan gizi serta tidak memenuhi ketentuan label dan kemasan produk
pangan olahan yang akan dijual kepada konsumen sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Sehingga hal ini bisa menimbulkan permasalahan baik perlindungan terhadap
konsumen yaitu permasalahan kesehatan, jaminan mutu, dan keamanan dari makanan
kacang pukul itu sendiri. Maka untuk menjaga keberlangsungan dari usaha kacang
pukul tersebut perlu adanya pendaftaran pangan olahan untuk menghindari permasalah
yang bisa menimbulkan kerugian bagi produsen terutama juga bagi konsumen.
Bahwa persoalan pendaftaran di Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang
Pendaftaran Makanan Olahan tidak hanya menyangkut masalah pelaku bisnis, tetapi
hal ini akan mempengaruhi kondisi ketenangan, ketentraman dan kenyamanan
11
masyarakat dalam melakukan transaksi dan keamanan dalam hal konsumsi, sehingga
cukup layak untuk ditinjau lebih lanjut.
Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji Pelaksanaan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955
Tentang Pendaftaran Pangan Olahan (Usaha Kacang Pukul Di Kelurahan Bagan
Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir).
B. Batasan Masalah
Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang
dibahas, karena mengingat begitu luasnya permasalahan yang terdapat pada masalah
Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
03.1.5.12.11.09955 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, maka Penulis membatasi
masalah penelitian ini tentang bagaimana  pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 terhadap Usaha Kacang
Pukul di Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan batasan Masalah diatas, maka permasalahan
dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan terhadap
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usaha Kacang Pukul di Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Rokan Hilir ?
2. Bagaimanakah kendala Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
terhadap usaha Kacang Pukul di Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir ?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan
Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan
terhadap usaha Kacang Pukul di Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir ?
b. Untuk mengetahui bagaimana kendala Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas
Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran
Pangan Olahan terhadap usaha Kacang Pukul di Kelurahan Bagan Kota,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Kegunaan Penelitian
Sedangkan Kegunaan Penelitian ini adalah:
a. Dari sisi praktisi hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Pelaku
usaha dan para pembuat aturan;
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b. Dari sisi akademisi hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pemikiran
bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai titik tolak bagi
penelitian lebih lanjut.
E. Metode Penelitian
Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka
penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum
Sosiologis empiris,  yaitu penelitian untuk mengetahui efektifitas hukum.15
Sedangkan yang dimaksud dengan efektifitas hukum adalah penelitian yang
membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat dan erat kaitannya
dengan penelitian ilmu sosial.16
Penelitian ini dilakukan dengan cara survey, artinya Peneliti terjun langsung
ke lokasi untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data
berupa survey atau obeservasi, wawancara dan tinjauan pustaka.
Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif,
maksudnya adalah menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai
Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan terhadap
15 Fajar Mukti, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,(Jogjakarta : Pustaka Pelajar,
2009), h. 153, Lihat Pula; Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian hukum, UI Pres, Jakarta: 1983, h. 51
16 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cetakan 4, h.31
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usaha Kacang Pukul di Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Rokan Hilir.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu
penelitian dilakukan dengan jalan membandingkan antara aspek hukum yang
berlaku dengan kondisi dilapangan.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Wilayah hukum di Kelurahan Bagan Kota,
Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, yaitu di lokasi Home Industri
Makanan Kacang Pukul di Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten
Rokan Hilir, dan di Kantor Balai Pengawas obat dan Makanan Provinsi Riau yang
ada di Kota Pekanbaru.
Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah dengan pertimbangan :
a. Karena di Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir
banyak terdapat usaha Kacang Pukul;
b. Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah lembaga yang mengawasi tentang
peredaran obat dan  makanan, termasuk makanan pangan olahan;
c. Karena semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat, dan banyaknya Industri
kecil dan menengah yang banyak berdiri untuk menghasilkan barang produksi,
terutama makanan Kacang Pukul.
3. Populasi dan Sampel
15
Populasi adalah keseluruhan atau Himpunan objek dengan ciri yang sama.17
Yang dimaksud dengan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap
mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.18 Adapun yang menjadi
Populasi dalam Penelitian ini adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, Home Indsutri Makanan Kacang Pukul di
Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir serta konsumen,
dengan jumlah total  sampel 56.
Teknik pengambilan sampel yang Peneliti lakukan adalah dengan




No Keterangan Populasi Sampel Persentase
1. Kepala Balai Besar Pengawas
17 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum,( Jakarta :Rajawali  Pres), h. 118
18 Zainuddin Ali, Op.cit, h. 98
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Obat dan Makanan Provinsi
Riau
1 1 100%




Jumlah 56 94 %
4. Data dan Sumber Data
Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang
dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian
sesuatu.19
Pada penelitian ini menggunakan data-data, yaitu data Primer dan data
Sekunder. Adapun penjelasan data tersebut adalah sebagai berikut :
a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari Responden penelitian,
baik melalui wawancara, observasi maupun dari data dokumen tidak resmi
lainnya.20 Data primer didapat dari yaitu: kepada Pengusaha yang bergerak di
bidang pembuatan makanan Kacang Pukul yang ada di kabupaten Rokan Hilir,
dan data yang diperoleh dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan yang
ada di Provinsi Riau;
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, dokumen-
dokumen obserrvasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19 Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, (Semarang : Aneka Ilmu, 1977), h.281
20 Zainuddin Ali, op.cit., h. 106
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5. Alat Pengumpul Data
Adapun alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :
a. Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati
secara langsung ke lapangan terhadap permasalahan yang akan diteliti;
b. Wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara Peneliti dengan
Responden atau Narasumber untuk mendapatkan informasi.21 Dalam penelitian
ini yaitu dengan cara mempertanyakan langsung Kepada Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan dan pengusaha Kacang Pukul;
c. Studi Pustaka adalah dengan cara mengumpulkan Literatur-literatur yang ada
yang berkaitan dengan penelitian.
6. Analisis Data
Dalam penelitian ini, langkah yang Peneliti lakukan adalah mengumpulkan
data dari hasil wawancara kepada responden, serta data yang didapatkan dari angket
konsumen, data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan dalam bentuk
uraian kalimat. Selanjutnya Peneliti membahas dengan membandingkan dengan
Peraturan Perundang-undangan, buku-buku serta pendapat-pendapat para ahli.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terbagi
dalam :
21 Ibid, h. 170
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BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta
Sistematika Penulisan.
BAB II : Gambaran umum Lokasi Penelitian, yang terdiri dari Sejarah, Kondisi
Geografis dan Demografis Kelurahan Bagan Kota, serta penjelasan tentang
Produsen Usaha Kacang Pukul.
BAB III : Pendaftaran Pangan Olahan, yaitu Tinjauan umum tentang Pangan
Olahan, tinjauan umum Tentang Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran
Pangan Olahan,
BAB IV : Hasil Penelitian, yang berisi tentang Pelaksanaan Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 211
Tentang Pendaftaran Pangan Olahan terhadap usaha Kacang Pukul di
Kelurahan Bagan Kota, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir. Dan
Bagaimana kendala Pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 03.1.5.12.11.09955 Tahun 2011 Tentang Pendaftaran
Pangan Olahan terhadap usaha Kacang Pukul di Kelurahan Bagan Kota,
kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir.
BAB V : Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
